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Para ulama fikih  mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil 

laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa 

membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh 

dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya 

yang dia sukai. Apabila seorang laki-laki boleh tinggal sendiri karena tidak 

membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara’ menyuruhnya berbakti dan 

berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, tidak boleh tinggal 

sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari 

kecemasan keluarganya. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakan 

sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu 

menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada 

saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga Hadhanah 

dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak 

dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan 

oleh kerabat anak itu. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dari 

putusan ini adalah mengapa Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan Mahkamah 

Syar’iyah Calang berbeda putusan mengenai hak Hadhanah dan bagaimana 

putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah Calang 

mengenai status hak hadhanah. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (Library research), dalam pengambilan kesimpulan, dengan 

menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Komperatif, yaitu 

suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah tentang hak 

Hadhanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak Hadhanah Mahkamah 

Syar’iyah Jantho ibu lebih berhak mengasuh anaknya sebelum Mumayyiz 

hingga 21 tahun atau menikah sementara Mahkamah Syar’iyah Calang 

sebelum Mumayyiz anak lebih berhak diasuh oleh ibu sedangkan anak sudah 

Mumayyiz diberikan pilihan oleh majelis hakim kepada anak tersebut untuk 

memilih ikut ibu atau ayah. Alasan penulis memilih putusan Mahkamah 

Syar’iyah Jantho karena lebih relevan dengan kontek kekinian. 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

Ba B Be 



 

 

Ta T Te 

Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

Jim J Je 

Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 

Kha Kh ka dan ha 

Dal d De 

Żal ż Zet (dengan titik di atas) 

Ra r er 

Zai z zet 

Sin s es 

Syin sy es dan ye 

Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

Ẓa ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 



 

 

`ain ` koma terbalik (di atas) 

Gain g ge 

Fa f ef 

Qaf q ki 

Kaf k ka 

Lam l el 

Mim m em 

Nun n en 

Wau w we 

ھ Ha h ha 

Hamzah „ apostrof 

Ya y ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 



 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Fathah a a 

Kasrah i i 

Dammah u u 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Fathah dan ya ai a dan u 

Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

- kataba

- fa`ala

- suila

- kaifa



 

 

- haula

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

Fathah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

- qāla

- ramā 

- qīla

- yaqūlu

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 



 

 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

-   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

-   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah 

-  talhah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

-  nazzala 



 

 

- al-birr 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

-   ar-rajulu 

-  al-qalamu 

-  asy-syamsu 

-  al-jalālu 



 

 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

- ta‟khużu 

- syai‟un

- an-nau‟u

- inna

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

-   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

-   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 



 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

-   Allaāhu gafūrun rahīm 

- Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 



 

 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 



 

 

 

Ya allah... 

Sepercik ilmu karuniakan kepadaku, hanya puji dan syukur yang dapat 

kupersembahkan Kepadamu. Aku hanya mengetahui sebagian kecil ilmu yang ada 

dibumi Mu. 

Dan andaikata semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan 

lautan dijadikan    Tinta dan ditambahkan lagi dengan lautan sesudah 

itu, maka belum habislah kalimat- Kalimat Allah yang akan dituliskan. 

(Q S. Luqman: Ayat : 27) 

Ibunda (Nurbaiti) 

Cintamu terus memberi, kasihmu terus mengabdi, engkau ajari aku setia bertahan 

dan berdoa Ketika dunia tak berpihak padaku, Cuma engkau yang temani aku 

ketika tak seorangpun ada, ku Tau setiap doamu ada namaku, tiada cinta semurni 

cintamu, tiada kasih selembut kasihmu... Dari awal denyut nafasku kau doakan aku 

dalam tiap langkahku tuk meniti masa depan yang cerah. Kupersembahkan gelar 

ini untukmu, karena memang karena mu dan hanya untukmu.  

Melalui goresan pena ini, kupersembahkan karya ini kepada 

keluargaku tercinta    Simpuh sujud dan terima kasihku yang sedalam-

dalamnya pada yang terhormat dan Tercinta ibunda Nurbaiti, 

ayahanda M. Yusuf, abang ku Maidi Saputra, dulu mereka  Berjuang 

untukku supaya bisa jadi seorang sarjana, dan saudara-saudara ku 

yang Banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga saya dapat 

memaknai arti sebuah Kehidupan ini. Seluruh family yang telah 

mendoakan dan memberikan dorongan Guna kesuksesan. 

Terima kasih tiada tara untuk semua teman yang seperjuangan leting 2018 serta 

rekan-rekan mahasiswa lainnya dan kebersamaan ini selalu terjaga... Amin Yaa 

Rabbal Alamin.. 

Ya Allah... 

Dengan kerendahan hati aku bermohon ciptakanlah kehidupan yang lebih baik di 

bandingkan hari kemarin.  

Wassalam 

         Asmaul  
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BAB SATU                                                                                     

PENDAHULUAN 

 

 

A.       Latar Belakang Masalah 

  Hadhanah berasal dari kata hidnan yang berarti lambung. Seperti kalimat 

Hadhanah ath - thaairu baidahu, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, 

begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Pemeliharaan anak 

dalam bahasa arab disebut Hadhanah. Maksudnya adalah merawat mendidik atau 

mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya 

sendiri. 

 Para ulama fikih  mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil 

laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa 

membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan 

berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia 

sukai. Apabila seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan 

orang tuanya. Akan tetapi syara‟ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada 

mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa 

karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya. 

 Hadhanah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu dekat tulang rusuk 

atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di 

pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, 

sehingga Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan 

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya 

yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
1
      

  Dalam ensiklopedi hukum islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh 

anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup 

                                                           
1 Harun Nasution, Hadhanah dalam, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992. 
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mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang 

mebahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan 

kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. 

 Sementara dalam ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas 

menjaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan 

mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak seiap anak 

dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk 

melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu. 

 Pengertian Hadhanah dalam istilah fikih digunakan dua kata namun 

ditunjukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan Hadhanah.  Yang dimaksud 

dengan Hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau 

pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil 

setalah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena 

secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak 

memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya. 

 Dari penegertian Hadhanah yang dipaparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwasanya aspek-aspek yang harus terpenuhi dalam Hadhanah 

adalah sebagai berikut: 

1. Terpenuhinya kebutuhan 

Usia (bahwa Hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu). 

Maka yang dimaksud Hadhanah yaitu membekali anak secara materil maupun 

secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam 

menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan 

pemeliharaan anak (Hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang 

kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan 



 

 
 

bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya.” 

2. Arti pemeliharaan anak adalah: 

 Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,memberi pelayanan yang 

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. 

 Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan 

hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur 

yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri. 

 Dari Beberapa pengertian ini maka dapat kita ketahui pemeliharaan anak 

mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehinga mengembangkan 

jiwa intelektual anak juga termasuk kedalam pemeliharaan. Terjadi perbedaan 

pendapat pada ulama mazhab berkenaan dengan masa hak asuh anak. Imam Hanafi 

berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun 

perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan 

peprempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia 

akan tinggal. Menurut Imam Syafi‟i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak 

adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan 

menurut Imam Malik batas usia mumayyiz adalah tujuh tahun. 

 Batas Mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan 

batas mumayyiz seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz 

jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan. 

 Hadhanah menurut Ulama Fikih adalah melakukan pemeliharaan terhadap 

anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, 

tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan 

memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik 



 

 
 

fisik maupun mental atau akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi 

hidup dan memikul tanggung jawab.
2
  

 Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam Kitab Asy-Syarhush Shaghiir 

„ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al�Imam Malik karya Abi al-Barakat Ahmad 

Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, Hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi 

orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga seorang anak 

mencapai usia baligh dan hingga menikah.
3
 Kenyataannya, terdapat perbedaan 

antara ketentuan pengertian hadhanah menurut Ulama Fikih dengan pendapat 

Mazhab Maliki. Seperti yang kita ketahui ketika seorang anak memasuki usia 

baligh dan menikah maka anak tersebut sudah dapat bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri dan dapat mengurus segala keperluannya. Selain itu, Para Mazhab 

berbeda pendapat mengenai permasalahan batas masa Hadhanah ini, dimana 

menurut pandangan Mazhab Hanafi, Syafi‟i dan Hanbali batas masa Hadhanah 

seorang anak berlaku sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun sedangkan 

menurut pendapat Mazhab Maliki batas masa Hadhanah seorang anak berlaku 

sampai anak baligh dan hingga ia menikah.
4
 

  Dalam Amar Putusan Mahkamah Syar‟iyah Jantho Nomor  : 

478/Pdt.G/2022/MS.Jth. Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang 

paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz 

(belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu 

halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan 

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan 

kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

                                                           
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992), hlm. 301. 
3 Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, Asy-Syarhush Shaghiir 

‘ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik, (Kairo: Dar al-Maarif), hlm. 755. 
4 Ibid.  



 

 
 

pemegang hak Hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a 

dan b Kompilasi Hukum Islam);
5
 

   

  Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah 

wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun 

ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk 

memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah 

anak perlu ditetapkan;
6
 

  Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu 

hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental     atau 

telah melangsungkan pernikahan); 

  Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi 

Hukum Islam dan  memperhatikan secara  seksama Firman Allah Swt dalam 

Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi: 

                                  

                   انطلاق 

 

    Hendaklah    orang    yang      mampu     memberi         nafkah     menurut 

   kemampuannya.   Dan   orang     yang disempitkan    rezekinya hendaklah 

   memberi nafkah dari harta  yang   diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

   memikulkan beban kepada  seseorang melainkan  sekedar apa yang Allah 

   berikan kepadanya.   Allah kelak  akan memberikan  kelapangan sesudah 

   kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)  

 

                                                           
5 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/MS. .Jth, hlm. 10. 
6 Putusan Nomor 478/Pdt. G/2022/MS. Jth, hlm.12. 



 

 
 

 Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini 

yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang 

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. 

Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki 

hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka 

adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.   

 

 Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi: 

 

عن أبي هريرة عن رسىل الله صهى انههم عهيه وسهم انه قا ل نهممهىك طعا مه 

 وكسىته ولا يكهف من انعمم إلا ما يطيق

 Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah Saw. bersabda: "Hak anak-anak untuk 

mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali 

yang mampu ia perbuat". 

 

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka memberikan nafkah anak dan biaya Hadhanah dua orang anak Penggugat 

dan Tergugat  sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan 

dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

  Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

  Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 



 

 
 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing 

bernama A umur 9 tahun dan B umur 4 tahun berada dalam pengasuhan 

Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini 

berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri 

(berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses 

kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai kedua anak 

tersebut; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah 2 (dua) orang 

anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat 

sampai dengan anak tersebut dewasa atau 

mampu hidup mandiri dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan 

sebesar 10% pertahun; 

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini dihitung sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima 

ribu rupiah); 

Sedangkan dalam amar Putusan Makamah Syar‟iyah Calang Nomor:  

61/Pdt.G/2022/MS.Cag. Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang 

mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak 

(Hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan 

bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, 

menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya 

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam 



 

 
 

(diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu 

kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh 

buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu 

selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di 

Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau 

telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;
7
 

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad 

Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, 

yang berbunyi:
8
 

 

ي نمَْ  مَا ب ه   أحََق   أنَْت   ح   تنَْك 

 “ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau 

belum menikah” ; 

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut: 

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, 

namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu 

jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada 

anak dibanding ayah;  

 2.  Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat 

mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan 

dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya; 

                                                           
7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 27. 
8 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 28. 



 

 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah 

disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama A lahir 

di Panga, umur 14 tahun 4 bulan, terbukti sudah mumayyiz dan memberikan 

keterangan untuk memilih bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, 

Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya tidak terdapat bukti sebagai pribadi 

yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas 

“hak pemeliharaan (Hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik 

bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan 

layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah (hak asuh) anak 

tersebut dibanding Tergugat;
9
 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak 

Hadhanah anak bernama A, lahir di Panga, tanggal 18 Februari 2008, umur 14 

tahun 4 bulan patut dikabulkan; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir.  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian.  

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : 

4.1. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima 

ratus ribu rupiah);  

4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah); 

                                                           
9 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 29. 



 

 
 

4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);   

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut 

dalam diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta 

Cerai;   

6. Menetapkan anak yang lahir 18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan, berada 

di bawah hak Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat; 

7. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat 

sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, berkunjung, bermain serta 

memberikan kasih sayang kepada anak yang berada di bawah Hadhanah 

Penggugat; 

8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang lahir 

18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan di atas sejumlah Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen pertahun di luar 

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa,mandiri atau 

sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;  

9. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp360.000.00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 

10. Menolak untuk selebihnya;
10

  

   Dengan demikian maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan 

membahas lebih mendalam mengenai Hadhanah dengan judul “Analisis Putusan 

Mahkamah Tentang Hak Hadhanah Studi Kasus Di Makamah Syar’iyah 

Jantho Dan Makamah Syar’iyah Calang”. 

B.  Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini, antara lain sebagai 

berikut: 

                                                           
10 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm.33. 



 

 
 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak iddah seorang 

ibu dan hak Hadhanah anak ? 

2.  Bagaimana tinjauan menurut fikih mazhab tentang hak Hadhanah anak 

setelah lahir ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah  tentu tidak terlepas dari tujuan yang 

hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi 

para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan Skripsi ini antara lain  

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mengapa dalam Pernetapan Putusan Hakim Makamah     

Syar‟iyah Jantho dengan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar‟iyah 

Calang berbeda dalam hak iddah seorang ibu dan hak Hadhanah anak.  

2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan Hadhanah menurut Mahkamah 

Syar‟iyah Jantho dan Mahkamah Syar‟iyah Calang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Hakim Makamah 

Syar‟iya Jantho dan Hakim Makamah Syar‟iyah Calang. 

4. Untuk mengetahui Putusan mana yang lebih maslahat untuk kontek ke 

Aceh dan ke Indonesia dewasa ini.  

D.   Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul 

Skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. 

Adapun istilah-istilah  yang terdapat dalam judul Skripsi ini,  antara lain sebagai 

berikut: 

1.  Hak 

  Hak Secara Umum Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak 

secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang 



 

 
 

telah ada sejak lahir.
11

 Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang 

dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap 

orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna 

hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat 

di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan 

berpendapat di muka umum.  

Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, 

melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk 

menjaga harkat dan martabatnya. 

Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yaitu Hak relatif atau 

yang dapat diartikan sebagai hak searah dan hak mutlak atau yang dapat diartikan 

sebagai hak dengan arah jamak. 

Hak relatif atau hak satu arah artinya hak relatif merupakan hak kontraktual 

atau dapat disebut hak ikatan. Contoh hak relatif dapat berupa kemampuan 

seseorang untuk mengumpulkan keuntungannya atau bahkan hak untuk membayar 

keuntungannya. 

Kemudian untuk hak mutlak atau hak yang mengandung arah jamak berupa 

hak yang terdapat dalam undang-undang yang diatur negara. Kita bisa 

menyebutnya sebagai hak konstitusional. Selain itu, bentuk hak mutlak lainnya 

adalah hak pribadi yaitu hak untuk hidup dan hak atas kebebasan; hak milik atas 

barang tak berwujud berupa merek dagang dan hak cipta; dan hak-hak keluarga 

berupa hak asuh anak, pasangan dan kekuasaan orang tua. 

                                                           
11 Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, 

http://academia.edu, diakses tanggal 25 Desember 2022. 



 

 
 

Prof. Dr. Notonegoro menjelaskan pendapatnya tentang konsep hak, bahwa 

hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai 

kegiatan seperti. B. untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang 

individu harus menerima, melakukan, dan memiliki. Hak yang diberikan kepada 

seseorang tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain. Itulah sebabnya 

setiap orang mendapat hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya. 

John Salmond membagi konsep hak menjadi empat versi, yaitu hak dalam 

arti sempit, hak dalam arti kemerdekaan, hak dalam arti kekuasaan dan terakhir hak 

dalam arti kekebalan atau tidak dapat diganggu gugat. Untuk hak dalam arti sempit, 

artinya hak merupakan konsep yang sering disebut sebagai mitra dari konsep pajak. 

Meskipun hak, dalam arti kemerdekaan, berarti bahwa hak memberikan 

individu kebebasan atau kekuatan untuk melakukan, menerima atau bahkan 

memiliki apa pun yang dimiliki individu, intinya adalah bahwa tidak ada yang 

menyinggung atau mengganggu dan segala sesuatu yang negatif harus memiliki 

makna. 

Dengan demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak menghalangi atau 

mengambil alih hak orang lain. Menurut kekuasaan, hak berarti bahwa hak yang 

diperoleh seseorang dapat digunakan untuk berurusan dengan cara dan cara hukum, 

dengan kata lain hak dapat digunakan untuk memperoleh hak, kewajiban, tanggung 

jawab atau hal lain yang masih ada adalah untuk mengubah hubungan dengan 

hukum. 

Sedangkan Pengertian Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang 

benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena 



 

 
 

telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
12

 

2. Hadhanah 

Hadhanah berasal dari kata “Hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat 

“Hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, 

begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.
13

 Pemeliharaan 

anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.
14

 Maksudnya adalah merawat mendidik 

atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya 

sendiri.  

Para Faqih mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-

laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. 

Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia 

boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. 

Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan 

orang tuanya. Akan tetapi syara‟ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada 

mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa 

karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.
15

 

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian Hadhanah dalam istilah fiqih 

digunakan dua kata namun ditunjukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan 

Hadhanah.
16

 

Sedangkan secara terminologi, para tokoh islam memberikan berbagai 

definisi berkenaan dengan arti Hadhanah. Salah satu pengertian Hadhanah tersebut 

diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan Hadhanah yaitu melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang 

                                                           
12 Ibid, hlm. 19. 
13 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),hlm 37. 
14 Abd Rahman Ghazaly,Fiqih Munakahat,(Jakarta:Prenada Media,2013),hlm 175.. 
15 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah,hlm341. 
16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hlm 327. 



 

 
 

sudah besar, tetapi belum Tamyyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat 

membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus 

diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan 

memelihara dari sesuatu yang menyakit dan membahayakannya, mendidik serta 

mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh 

tantangan hidup serta memikul tanggung jawab. 
17

 

Hadhanah  menurut  bahasa berarti  “meletakan  sesuatu  dekat  tulang 

rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan 

anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara 

anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan 

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggupberdiri sendiri mengurus dirinya 

yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
18

 

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah 

pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak 

yang masih kecil setalah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan 

dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan 

sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.
19

  

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara 

dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.pemeliharaan ini mencangkup 

masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.
20

 

Dari pengertian-pengertian Hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa Hadhanah ini mencangkup aspek-aspek sebagai berikut:  

a. Pendidikan; 

 b. Terpenuhinya kebutuhan;  

                                                           
17 Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid ll, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 436. 
18 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, hlm. 175. 
19 Ibid, hlm.  327. 
20 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

Hlm.  293. 



 

 
 

c. Usia (bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu). 

Sehingga yang dimaksud dengan Hadhanah membekali anak secara materil 

maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri 

dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa. 

E.  Kajian/Tinjauan Pustaka 

  Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, penulis tidak  menemukan skripsi yang 

berkaitan dengan “Analisis Putusan Makamah tentang Hak Hadhanah ( Studi 

Kasus Di Makamah Syar‟iyah Jantho Dan Makamah Syar‟iyah Calang” hanya saja 

ada terdapat beberapa pembahasan sekiranya sama-sama membahas mengenai 

Hadhanah secara umum. sedangkan buku mengenai masalah ini masih terlalu 

sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh  dan tuntas 

tentang masalah tersebut. 

F.  Metodologi Penelitian 

  Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh 

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan 

demi kepentingan masyarakat luas.
21

 

1.6.1.  Jenis Penelitian 

Penulisan Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan 

data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang 

perpustakaan maupun diluar perpustakaan.
22

 Yakni membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan untuk kajian penelitian, dan kemudian dilakukan analisis Putusan 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3. 
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung: Bandar  Maju, 1990), 

hlm. 33. 



 

 
 

Hakim Mahkamah Syar‟iyah Jantho dan Putusan Hakim Mahkamah Syar‟iyah 

Calang.  

1.6.2.  Pendekatan Penelitian  

            Pendekataan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komparatif (comparative approach). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk menbandingkan dua pernyataan dan pendapat. Pengamatan 

dengan membandingkan antara macam-macam pendapat serta bidang-bidangnya 

untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang objek-objek 

yang dikaji. 
23

 

 1.6.3.  Sumber Data 

Dalam penelitian ini merupakan Kualitatif dengan mengunakan pendekatan 

kepustakaan (library research), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan 

pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Bahan Utama (Primer) 

   Sumber data utama dari Penetapan Amar Putusan Hakim Mahkamah 

Syar‟iyah Jantho Nomor : 478/Pdt.G/2022/MS.Jth. dan Penetapan Amar Putusan 

Hakim Mahkamah Syar‟iyah Calang Nomor : 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.   tentang 

Hadhanah.  

 

 

b. Bahan  Pendukung (sekunder) 

    Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah 

buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. 

Seperti, buku-buku yang membahas tentang Hadhanah dan iddah. 

1.6.4.    Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
23 Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 

2018), hlm 05. 



 

 
 

    Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat berperan penting, 

karena pada tahapan ini data memiliki kredibilitas tinggi.
24

  Pengumpulan data-data 

dari penelitian ini sumber utamanya diambil dari Penetapan Putusan Hakim 

Makamah Syar‟iyah Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar‟iyah 

Calang tentang hadhanah dan data pendukung lainnya  merujuk pada sumber 

perpustakaan (library research) yang merujuk dari berbagai sumber yakni terdiri 

dari kitab-kitab fikih, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya dan karya ilmiah 

lainnya yang berkesinambungan atau yang sama dan dapat dijadikan bahan dan 

rujukan terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.             

1.6.5.   Objektivitas dan Validitas Data  

           Dalam penelitian ini, Validitas data terkait Putusan Hakim Mahkamah 

Syar‟iyah Jantho dan Mahkamah Syar‟iyah Calang yaitu bertepatan dan kevalidan 

hasil data yang telah diperoleh dari literatur fikih dengan Penetapan Putusan Hakim 

Makamah Syar‟iyah Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar‟iyah 

Calang tentang hadhanah. Dalam Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar‟iyah 

Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar‟iyah Calang tentang 

Hadhanah tersebut, peneliti berusaha untuk mecari beberapa bahan data yang dapat 

dijadikan sumber dan mendukung kebenaran terkait objek yang sedang penulis 

teliti tersebut.  

 

 

1.6.6.  Teknis analisis Data 

  Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan metode “Deskriptif Comparative” maksudnya, data hasil analisa 

dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang 

                                                           
24 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 

158. 



 

 
 

ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa 

ditemukan jawabannya. 

1.6.7.  Pedoman Penulisan 

   Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis 

berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi 

Mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 

Tahun 2019. 

G.        Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para 

pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika 

pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran 

umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang 

didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang hukum nikah, meliputi, 

pengertian nikah,  dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan nikah dan 

hikmah nikah. 

Bab tiga, membahas tentang, pertimbangan hakim dalam menentukan hak 

iddah seorang ibu dan hak Hadhanah anak.; tinjauan menurut fikih mazhab tentang 

hak Hadhanah anak setelah lahir. Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang 

berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-

bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca 

karya tulis ilmiah ini.  
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BAB DUA                                                                                                 

HADHANAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi, Dasar Hukum, dan Hukum Hadhanah 

1. Definisi Hadhanah 

Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti 

mengasuh, merawat, memeluk.
1
 Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut 

dengang istilah “ Hadhanah”.
2
  Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau 

mengasuh bayi/anak kecil yang belum mapu menjaga dan mengatur diri sendiri. 

Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil 

laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias 

membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan 

berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya 

yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena 

tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara‟ menyuruhnya berbakti 

dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal 

sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari 

kecemaran keluarganya.
3 

                                                           
1 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif, 1997), hlm. 274. 
2 Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2013), hlm. 175. 
3 Ibrahim Muhammad Al-jamal, Fiqih muslimah, hlm. 341. 
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Menurut Sayyid Sabig dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan dari kata Al-

hidn yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.
4 

 ّحضي الطائس ب٘ضَ إذا ضوَ الٔ ًفسَ ححج جٌاحَ ّآذاله

 الوساة إذا ضوٌخْلدُا

 

“Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan    

perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. 

 

Sedangkan secara terminologi, para tokoh islam memberikan berbagai 

definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut 

diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang 

sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat 

membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus 

diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan 

memelihara dari sesuatu yang menyakiti

                                                           
4 Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1983), hlm.160. 
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dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental 

atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung 

jawab. 
5
 

Hadhanah  menurut  bahasa berarti  “meletakan  sesuatu  dekat  tulang 

rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan 

anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara 

anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan 

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggupberdiri sendiri mengurus dirinya 

yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
6
 

Dalam   Ensiklopedi   Hukum   Islam   dijelaskan,   hadhanah   yaitu 

mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, 

yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang 

membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan  

kemampuan  intelektual  agar  sanggup  memikul  tanggung jawab hidup.
7
 

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau 

mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri 

sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua 

orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas  

tersebut, selama keduanya mempunya kemampuan untuk itu.
8 

Di samping pengertian diatas, Muhammad Syarbani, dalam kitab al-Iqna‟, 

mendefenisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum 

mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik 

                                                           
5 Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid ll, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 436. 
6 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, hlm. 175 
7 “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi hukum Islam (Jakarta 

:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),  hlm. 37. 
8 “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1992), hlm. 269. 



 

 

baginya, mencengahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam 

keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan 

badannya, pakaiannya, mehiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.
9
 

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, 

pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam 

tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, 

meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu 

suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting 

adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam 

memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.
10

 

Menurut ahli fikih, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, 

memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam 

bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun 

rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri 

menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.
11

 

Hadhanah adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya 

dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-

mahramnya. 

Sedangkan secara terminologi, Hadhanah menurut madhab Sunni yang di 

bawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi‟i, Maliki, dan Hambali 

mengartikan hadhanah sebagai berikut: 

1. Ulama Hanafiyah  mendefinisikan Hadhanah adalah usaha orang yang 

bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, 

                                                           
9 Muhammad Syarbani, Al-Iqna’, (Bairut: Dar al-Fikr,t.th,), hlm. 489. 
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada1995), 

hlm. 12. 
11 Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th,), hlm. 586. 



 

 

terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan 

anak. 

2. Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan Hadhanah adalah orang yang tidak 

mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang 

dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, 

meskipun orang tersebut telah dewasa namun juga tidak dapat 

menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia maka 

butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, 

mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. 

Demikian pula Hadhanah dapat diartikan dengan menggendong anak dalam 

buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur. Sementara Golongan 

Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan 

oleh ulama golongan Syafi‟iyah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hadhanah merupakan suatu 

tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk 

bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun 

perempuan atu yang sudah sewasa tetapi belum Mumayyiz, dengan tujuan 

menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang 

dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan 

memiliki tanggung jawab. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang 

dimaksud Hadhanah adalah kegiatan mengasuh , memelihara dan mendidik anak 

dari yang belum Mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan 

yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri 

sendiri (mandiri).
12

 

                                                           
12 Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim,t.kp, hlm, 587. 



 

 

2.        Dasar Hukum Hadhanah 

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika 

disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan 

meteriil.
13

  
Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi 

tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam 

memikul dan  erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. 

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, 

pemeliharaan   anak   dapat   dilakukan   bersama-sama   namun   jika   terjadi 

perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga 

masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab  

seorang  ayah  tidak  hilang  karena  terjadi  perceraian,  kewajiban memlihara 

(Hadhanah) didasarkan pada al Qur‟an dan hadits. 

1. Al Qur‟an 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan 

tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), 

sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah Swt 

Al-Baqarah ayat 233.
14

 

 

 

                  

              

                                                           
13 Al-Hamdani, Risalah Nikah,(Jakarta: Pustaka amani,2001). hlm.320 

       14 Departemen Agama R I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha 

Putra,1995), hlm, 57. 



 

 

          

              

                   

 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

 

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-

anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak- anaknya, maka 

kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, 

juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. 

 

Firman Allah dalam Surat At-tahrim ayat 6, yang berbunyi : 

 

 َِ ْ٘ ا لْحِجَا زَةُ عَلَ َّ َُا الٌَّا سُ  دُ ْْ لُ َّّ ْ٘كُنْ ًاَ زًا  لِ ُْ اَ  َّ ًْفسَُكُنْ  ا اَ ْْٰۤ ا لُ ْْ ْٗيَ اٰهٌَُ ا الَّرِ َِ اَ ُّٗ
ِِكَت  ٰٰٗۤ

ا هَلٰ 

ىَ غِلََ ظ  شِداَ د  لََّّ  ْْ ىَ  ٗعَْصُ ّْ ىَ هَا ٗؤُْهَسُ ْْ ٗفَْعلَُ َّ ُُنْ  َ هَاٰۤ اهََسَ  اللّٰه

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 



 

 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang telah diperintahkan. (Q.S. At-tahrim :6). 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara  

anaknya  dari  api  neraka,  dengan  berusaha  agar  seluruh anggota  keluarganya  

itu  melaksanakan  perintah-perintah  dan menghentikan  larangan  Allah  

termasuk  dalam  anggota  keluarga  dalam ayat ini ialah, anak. 

Ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab 

pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, 

namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat 

di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan 

ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan  oleh  wanita  lain  yang  bukan  

ibunya  sendiri,  maka  ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan 

yang menyusuinya.
15

 

 

2. Hadist 

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), nabi 

menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan 

sabdanya. 

                                                           
15 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), 

cet. 3. hlm. 237. 



 

 

عي عبداالله بي عوس اى اهساة لالج ٗا زسْل االله صلى االله عليه وسلم اى ابي ُرا آاى بطٌٔ لَ ّعاء 

ّحجسٓ ّثدٕ لَ سماء ّشعوس ابٍْ اًَ ٌٗسعَ ٌٗسعَ هٌٔ حْاء ّالحاآم ّصححَ 

    جَاًج احك لَ هالن حٌطحٔ فمال :) احود ّابْ داّد ّالبِ٘مٔ اخس
16

( 

 Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa    seorang  perempuan bertanya, “Ya  

Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya 

dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang 

memeluknya, sedang    bapaknya  telah   menceraikan aku dan ia mau     

mengambilnya dariku”,  lalu rasulullah Saw  bersabda  kepadanya, “Engkau  

yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. 

(HR. Ahmad,  Abu Daud,  Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya). 

 

Dalam kitab  Ibanatul Ahkam karangan Abu Abdillah Juz3, juga dijelaskan 

sebagai berikut :  

 

لال ابْ ُسحسة : اللِن اًٖ لَّالْل ُر ا  الَّ اًٖ سوعج اهساٍ جاءث الٖ ز سْ ل 

 ّاًا لا عد عٌدٍ فمالخه: ٗازسْل االله اى شّجٖ ٗس ٗد اى ٗدُ  بابٌٖ ّلد سما ًٖ االله

حا ق فٖ هي ٗ هي بٌس ابٖ عٌبت ّلد ًفعٌٖ لال زسْل االله : اشِوا علَ٘ فمال شّجِا

.َ فاًطلمج بَفمال الٌبٖ : ُدا ابْن ُّرٍ اهه فمد ب٘د اِٗوا شٌج فالر ب٘د اهّلدٕ 
17

 

"Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya 

dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk 

disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya 

suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil 

air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku". 

Maka Rasulullah berkata : "Ini ayahmu dan ini ibumu,, pilihlah mana 

yang engkau sukai." Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya 

pergi membawa anaknya. 

                                                           
16 Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy‟as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, 

Hadits no. 4404, hlm. 482. 
17 Abu Abdillah Abdussalam, Ibanatul Ahkam, Juz 3, Bairut, Darul Fikri, t. t, hlm.  465. 



 

 

Kandungan dari dalil ahkam di atas adalah apabila terjadi perceraian antara 

suami istri dan meninggalkan anak, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, 

sebab ibu lebih  mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya. 

 

)السجَ الخسهرٕ ّابي هي فسق ب٘ي ّالدة ّّلدُا فسق االله بٌَ٘ ّب٘ي احبخَ ْٗم الم٘ام 

(هاجَ
18

 

 

“Barang siapa memisahkan  antara  seorang  ibu dengan  anaknya,  maka 

    Allah akan  memisahkan   antara dia  dan  keaksih-kekasihnya  pada hari 

   kiamat.”(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)  

 

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 

hadhin dan anak yang diasuh disebut mahdhun.Keduanya harus memenuhi syarat 

yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas mengasuh itu.Dalam masa ikatan 

perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajban untuk memelihara anak hasil 

dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, 

maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiiri.
19

 

B.       Rukun dan Syarat Hadhanah 

a. Rukun Hadhanah 

1. Hadhin (orang tua yang mengasuh). hadhin yaitu: 

a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu 

melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai 

                                                           
18 Departemen Agama R I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 58. 

19 Amir Syarifudin, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan 

Undang�Undang Perkawinan ), hlm. 328. 



 

 

kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan 

memenuhi syarat, 

b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak 

mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu 

tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain, 

c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur 

Ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan 

yang akan mengarahkanagama anak-anaka yang diasuh. Kalau 

diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak 

yang diasuh akan jauh dari agamanya, 

d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan 

meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari 

adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam 

beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat 

diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih 

kecil.
20

 

2. Mahdhun (anak yang diasuh). Adapun syarat untuk anak yang akan 

diasuh (madhun), itu adalah : 

a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 

sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri, 

b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, dan oleh karena itu 

dapat berbuat sendiri, walaupun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang 

yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di 

bawah pengasuhan siapapun.
21

 

                                                           
20 Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Khamzah, diter. Masykur A. B 

dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, hlm. 416. 
21 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 

128-129. 



 

 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti 

makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan 

bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu 

mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar 

anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di smaping itu, harus mempunyai 

waktu yang cukup pula untuk tugas itu. Dan orang, yang memliki syarat-

sayarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa 

wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. 

b. Syarat -syarat Hadhanah 

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa 

syarat bagi yang melakukan hadhanah, sebagai berikut:
22

 

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak 

melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan 

pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau 

hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. 

2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah balig, 

berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu 

pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang 

bukan muallaf adalah orang yang tidak dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah,  

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, 

terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat 

merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas 

melakukan hadhanah, 

                                                           
22 Sayyid Sabiq, (Fiqih Sunnah), hlm 166. 



 

 

5. Hendaklah handhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada 

hubungan mahram dengan si anak. Jika kawin dengan laki-laki yang ada 

hubungan mahram dengan si anak, maka hadhanah itu berhak 

melaksanakan hadhanah, seperti kawin dengan paman si anak, dan 

sebagainya, 

6. Hadhanah hendaknya orang yang tidak membenci si anak. Jika 

hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada 

dalam kesengsaraan. 
23

 Selajutnya pada ulama mazhab sepakat bahwa, 

“dalam asuhan seperti itu diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh 

berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan 

penari, dan bukan peminim khamar, serta tidak mengabaikan anak yang 

diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah 

untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan 

moralnya. Syarat syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki”.
24

 

     Adapun beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Islam 

mengutamakan syarat dalam asuhan. Peneliti mengurai dari beberapa pendapat 

ulama yang menjelaskan syarat asuhan, yakni: 

    Ulama Imamiyah dan Syafii memberikan pemahaman, yakni “seorang 

kafir tidak boleh mengasuk anak yang beragama Islam”. Sedangkan, 

mazhab�mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab 

Hanafi emmpunyai pendapat lain yaitu kemurtadan wanita atau laki-laki yang 

mengasuh, mengugurkan hak asuhan. Imamiyah memiliki pendapat bahwa 

“pengasuh harus terhindar dari penyakir-penyakit menular”. 

 Hambali mempunyai pendapat juga bahwa “pengasuh harus terbebas dari 

penyakit lepra dan belang dan yang penting, di tidak membahayakan kesehatan si 

                                                           
23 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, hlm. 222. 
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. Masykur 

A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, hlm. 416. 



 

 

anak”. Selanjutnya mazhab empat berpendapat bahwa, jika ibu si anak dicerai 

suaminya, lalu kawin lagi dengan laki-laki tersebut memilih kasih sayang pada si 

anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada. 

 Sedangkan Imamiyah memiliki pendapat juga, bahwa hak asuh anak bagi 

ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik 

suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak. 

 Selanjutnya Hanafi, Syafi‟i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat, “apabila 

ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya 

untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah 

sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. 

Sedangkan, Maliki mengatakan juga bahwa haknya tersebut tidak bisa kembali 

dengan adanya perceraian itu. 
25

 

 Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi Hadhanah kecuali jika 

dikhawatirkan akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebah, hal yang 

penting dalam Hadhanah ialah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak 

serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. 

 Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan agama antara 

si anak dengan Hadhin. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah 

laki�laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak. 
26

 

 

 Sedangkan Allah Swt tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah 

perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-Nisa‟:141. 

 

 

                                                           
25 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj. Masykur 

A.B dkk, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, hlm. 416-417. 
26 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, hlm. 222. 



 

 

                        

                         

                            

(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (Peristiwa) yang akan 

 terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu      

kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) 

beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan 

(kemenangan) mereka berkata: "Bukankah  Kami turut memenangkanmu, 

dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi 

keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan 

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang 

yang beriman. 

        
 Ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin tidak boleh dibawah perwalian 

orang-orang kafir, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberi 

jalan kepada orang-oarang kafir untuk memusnahkan orang yang beriman.  

 

C. Tujuan dan Hikmah Hadhanah 

a. Tujuan Hadhanah 

Tujuan dari adanya Hadhanah adalah untuk menjaga kemaslahatan, 

kepentingan anak,menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan 

psikologinya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. 

Seorang anak belum Mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang 

bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan 

kepada ibu dibandingkan ayahnya. 

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki 

kesabaran yang lebih dibandingkan dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan 

anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. 



 

 

Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan 

belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-

anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).
27

 

Hadhanah (Pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala 

keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta 

mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab 

terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia 

remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun 

perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu hadhanah juga 

bertujuan terutama kepada kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab 

dalam pemeliharaan anak, mengurusi segala urusan serta kebutuhannya, sehingga 

anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua 

dan masyarakat. 

Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau 

melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah 

menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan hadhanah 

merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua. 

 

 

b. Hikmah Hadhanah 

 Hadhanah (Pemeliharaan anak) telah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua 

orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak- anak agar 

mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti. 

 Hikmah dari adanya hadhanah adalah untuk mengatur tanggung jawab 

kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan 

pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara 

                                                           
27 Mustafa Al-Bughai, Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah, juz IV, (Lebanon:Darul 

Fikr), hlm. 192. 



 

 

keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan 

sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi 

perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang  

tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang 

bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti. 

 Selain itu hikmah dari ditentukannya masa hadhanah adalah karena pada 

usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima 

ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap 

menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya 

serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha 

mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat 

menompang tercapainya kebahagian didunia dan akhirat.
28

 Menurut „Ali Ahmad al-

Jurjawi terdapat dua hikmah hadhanah, yaitu: 

 Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di 

tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai 

tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan 

laki�laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah 

keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih 

sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan 

pakaian, makanan dan kesehatan anak.
29

 

 Dari penjelasan diatas yang dikemukakan oleh „Ali Ahmad mengenai 

hikmah hadhanah dapat disimpulkan bahwa dalam hal hadhanah ibu lebih 

didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain 

misalnya ayah. Laki-laki tidak cocok atau layak untuk mengurusi anak dikarenakan 

                                                           
28 Syaikh „Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah, 

(Jakarta:Mustaqiim, 2003), hlm. 174. 
29 Ibid., hlm. 173. 



 

 

kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang 

lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang yang sangat besar dari pada 

ayah.Diantara hikmah pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah: a) Menjaga 

keharmonisan rumah tangga, b) Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat, c) 

Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang, d) Menghindari terjadinya 

ketidakadilan dalam suatu perkawinan, e) Menjaga kepentingan anak-anak karena 

anak merupakan anugerah dari Allah, f) Menjamin masa depan anak, g) 

Menjauhkan anak dari pergaulan jahat. 

 

 

D. Pandangan Ulama Tentang Hadhanah 

    Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap 

Hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun (anak). Sebagian pengikut 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut 

Syafi‟i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang 

berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin.
30

Selain itu para ulama juga berbeda 

pendapat mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung 

atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu 

kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan 

tidak adanya dalil qath‟i yang secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya 

keempat Mazhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu 

dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang 

sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah). 

                                                           
30 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001), 

hlm. 79-80. 



 

 

   Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para 

fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada 

keluarga bapak, karena ibu lebih sayang pada anak dari pada siapapun juga, dan 

tidak ada seorangpun yang menyertai ibu dalam keadaan dengan anak selain ayah. 

Hanya saja, ibu memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki ayah sehingga ia 

lebih diutamakan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:  

a) Kasih sayang ibu pada anak melebihi kasih sayang ayah, karena perut ibu 

menjadi tempatnya, susu menjadi minumanya dan dekapannya menjadi 

naungannya.  

b) Anak memerlukan orang yang mengurus dan merawatnya dan wanita 

dalam hal ini lebih tahu dari lelaki.  

c) Ibu lebih mampu mengasuh anak melebihi ayah karena ia selalu berada 

dirumah. Ibu juga mampu memikul beban berat dalam pengasuhan yang 

tidak mampu dipikul ayah.  

d) Ibu mengasuh anak secara langsung, sementara ayah tidak. Ayah hanya 

menyerahkan urusan anak kepada istrinya (ibu tiri si anak). Untuk itu, ibu 

kandung lebih berhak mengasuh anak dari pada ibu tiri. 

e) Ibu lebih berpengalaman, lebih sabar, lebih lembut dan lebih halus 

terhadap anak kecil dibandingkan dengan lainnya.
31

  

   Menurut Ibnu Rusydi urutan hadhanah diatur menurut konsep kedekatan dan 

kelemah lembutan pengasuh terhadap anak, bukan atas dasar kekuatan perwalian 

dalam pernikahan dan bukan juga seperti urutan „Ashabul Furudh terhadap harta 

warisan. Adakalanya orang yang berhak mendapat warisan, akan tetapi tidak 

                                                           
31 Wafa‟ binti Abdul Azis As-Suwailim, Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus 

Ibu, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 340. 



 

 

berhak terhadap hak hadhanah. Karena tingkah lakunya tidak baik, adakalanya juga 

orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, namun mendapat kesempatan untuk 

mengasuh anak, karena tingkah lakunya yang baik serta memiliki kemampuan yang 

memadai.
32

 Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah: Ibu anak tersebut, 

Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, Nenek dari pihak ayah, Saudara 

kandung perempuan anak tersebut, Saudara perempuan seibu, Saudara perempuan 

seayah, Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, Anak perempuan 

dari saudara perempuan seayah, Saudara perempuan ibu yang sekandung 

dengannya, Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), Saudara 

perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi), Anak perempuan dari saudara 

perempuan seayah, Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, Anak 

perempuan dari saudara laki-laki seibu, Anak perempuan dari saudara laki-laki 

seayah, Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya, Saudara perempuan 

ayah yang seibu, Saudara perempuan ayah yang seayah, Bibinya ibu dari pihak 

ibunya, Bibinya ayah dari pihak ibunya, Bibinya ibu dari pihak ayahnya, Bibinya 

ayah dari pihak ayahnya. No. 19 sampai dengan no. 22 dengan mengutamakan 

yang sekandung pada masing-masingnya.
33

  

   Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 

mahram di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan 

anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mempunyai hubungan 

mahram dengannya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan 

urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu anak itu beralih kepada: Ayah 

anak tersebut, Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas, Saudara 

laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki 

                                                           
32 Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 116. 
33 M. Abdul Ghofar, Fiqh Wanita (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008), 

hlm. 456-457. 



 

 

sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman yang sekandung 

dengan ayah, Pamannya ayah yang sekandung. Pamannya ayah yang seayah 

dengan ayahnya.  

   Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada 

tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada 

mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu: Ayahnya ibu 

(kakek), Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, Paman 

yang seibu dengan ayah, Paman yang sekandung dengan ibu, Paman yang seayah 

dengan ibu,  

   Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, 

maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk 

mengasuh dan mendidiknya. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 156 yaitu “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian” ialah: 

a) Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh: 

 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 

 2. Ayah, 

 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 

 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,  

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,  

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

Hadhanah dari ayah atau ibunya. 



 

 

   Didalam Al-Qur‟an serta Hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa 

Hadhanah, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. 

Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan 

berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.
34

 

   Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa Hadhanah 

berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa 

Hadhanah antara lain:  

 Pendapat Mazhab 

a. Mazhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali mengatakan bahwa lamanya 

masa atau batas masa Hadhanah adalah sampai anak berusia tujuh 

atau delapan tahun.
35

 

b. Mazhab Maliki Mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa 

Hadhanah adalah sampai anak baliqh dan hingga ia menikah.
36
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35 Abdurrrahman al-Jaziry, (Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, 1996), Mesir: al- Maktabah al 
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BAB TIGA                                                                             

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK 

HADHANAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH 

JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH CALANG ) 

 

A. Pendapat Mahkamah Jantho Mengenai Status Hak Hadhanah 

  Dalam Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 

478/Pdt.G/2022/MS.Jth. Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang 

paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz 

(belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu 

halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan 

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan 

kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a 

dan b Kompilasi Hukum Islam);.
1
 

  Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak 

dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar 

dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia 

mumayyiz  adalah ibu kandungnya, maka hakim berpendapat berdasarkan Pasal 

105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-

syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak 

hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat yang 

bernama A, dan T terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak 

tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), selanjutnya 

dituangkan dalam amar putusan ini. 

  Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah 

wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal  sekalipu

                                                           
1 putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/MS.Jth, hlm. 10. 
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ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk 

memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah 

anak perlu ditetapkan; 

  Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu 

hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau 

telah melangsungkan pernikahan); 

  Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi 

Hukum Islam dan  memperhatikan secara  seksama Firman Allah SWT dalam 

Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi: 

 

                                

                       

 

  Hendaklah    orang    yang      mampu     memberi         nafkah     menurut              

   kemampuannya.   Dan   orang     yang disempitkan    rezekinya hendaklah 

   memberi nafkah dari harta  yang   diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

   memikulkan beban kepada  seseorang melainkan  sekedar apa yang Allah 

   berikan kepadanya.   Allah kelak  akan memberikan  kelapangan sesudah 

   kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)  

 

 Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini 

yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang 

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. 

Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki 

hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka 

adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.   
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Dan Hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi: 

 

 ػِ أتي ٕريرج ػِ رس٘ه الله صيى اىيٌٖ ػيئ ٗسيٌ أّ قا ه ىيََي٘ك طؼا ٍٔ

 ٗمس٘ذٔ ٗلا ينيف ٍِ اىؼَو إلا ٍا يطيق

   Dari   Abu   Hurayrah RA.,  Rasulullah  Saw.  bersabda:  "Hak   anak-anak  

   untuk mendapatkan makanan dan  pakaian,  dan dia  tidak  dibebani  untuk 

   bekerja kecuali yang mampu ia perbuat". 

 Hadits ini menjelaskan tentang hak anak berupa makana, pakaian dan 

lainnya. Anak tidak dibolehkan untuk bekerja, kecuali yang mampu anak perbuat, 

hal ini demi untuk kemasalahatan sianak. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan 

nafkah anak dan biaya hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang 

bernama y sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

B.  Pendapat Mahkamah Calang Mengenai Status Hak Hadhanah   

 Sedangkan dalam Amar Putusan Makamah Syar’iyah Calang Nomor :  

61/Pdt.G/2022/MS.Cag. Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang 

mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak 

(hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan 

bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, 

menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya 

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam 

(diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu 
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kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh 

buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu 

selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di 

Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau 

telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;
2
 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah 

disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama A lahir 

di Panga, umur 14 tahun 4 bulan, terbukti sudah mumayyiz dan memberikan 

keterangan untuk memilih bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, 

Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya tidak terdapat bukti sebagai pribadi 

yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas 

“hak pemeliharaan (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik 

bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan 

layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak 

tersebut dibanding Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak 

hadhanah anak bernama A, lahir di Panga, tanggal 18 Februari 2008, umur 14 

tahun 4 bulan patut dikabulkan;
3
 

 

C.     Sebab-sebab Perbedaan Pendapat 

 Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah Calang berbeda 

amar putusan dalam Hak Hadhanah. Di sebabkan berbeda dalam memahami dalil 

                                                           
2
 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.hlm, 27. 

3  Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.hlm. 29. 



48 
 

 

yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah 

Calang berbeda dalam menggali hukum tentang hak hadhanah, sehingga terdapat 

perbedaan putusan dalam masalah hak hadhanah.  

 Mahkamah Syar’iyah Jantho landasan hukum yang digunakan dalam 

mengambil keputusan masalah hak hadhanah Firman Allah SWT Surat At-Thalaq 

Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut; 

                              

                       

   Hendaklah    orang    yang      mampu     memberi       nafkah     menurut              

   kemampuannya.   Dan   orang     yang  disempitkan    rezekinya hendaklah 

    memberi nafkah dari harta  yang   diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

   memikulkan beban kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa yang Allah 

   berikan kepadanya.   Allah kelak  akan  memberikan   kelapangan sesudah 

   kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7) 

 

 Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini 

yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang 

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. 

Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki 

hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka 

adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.   Hadits Rasulullah 

saw, yang berbunyi: 

يئ ٗسيٌ أّ قا ه ىيََي٘ك طؼا ٍٔ ػِ أتي ٕريرج ػِ رس٘ه الله صيى اىيٌٖ ػ

 ٗمس٘ذٔ ٗلا ينيف ٍِ اىؼَو إلا ٍا يطيق
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Dari  Abu Hurayrah RA., Rasulullah  Saw. bersabda: "Hak anak-anak 

untuk  mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani  

untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat". 

 Hadits ini menjelaskan tentang hak anak berupa makana, pakaian dan 

lainnya. Anak tidak dibolehkan untuk bekerja, kecuali yang mampu anak perbuat, 

hal ini demi untuk kemasalahatan sianak. 

 Dan Undang-undang yang digunakan dalam Amar putusan Mahkamah 

Syar’iyah Jantho tentang hak hadhanah sebagai berikut; 

 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan  

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 Mahkamah Syar’iyah Calang landasan hukum yang digunakan dalam 

mengambil keputusan masalah hak hadhanah Firman Allah Swt Surat Ar-Rum 21 

yang berbunyi sebagai berikut; 

 

                     

                           

“Dan di antara tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah, Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri, supaya   kamu  cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa     kasih  dan 

sayang,  sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 

tanda bagi kaum yang berfikir.”; 

 

 Ayat ini menjelaskan  pernikahan harus menghadirkan sakinah mawadah 

warahmah menjadi tujuan dari pernikahan dalam surat ini pernikahan menjadi lebih 

berkah dan langgeng untuk dapat mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Selain itu, 
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pernikahan yang sakinah mawadah warahmah juga mampu melahirkan generasi 

penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara. 

 Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 

 

أُ ىيزٗجح أُ ذطية ٍِ اىقاضي اىرفريق إذا ادػد إضراراىزٗج تٖا  

اسرطاع ٍؼٔ دٗاً اىؼشرج تيِ أٍثاىٌٖإضرارا لا ي   

“bahwa istri boleh menuntut cerai  kepada  hakim   apabila  dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal 

tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara 

mereka berdua”; 

 

 Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna 

juz II halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: 

 ٗاذا اشرد ػدً رغثح اىزٗجح ىزٗجٖا طيق ػيئ اىقاضى طيقح
4 

 “Disaat istri telah memuncak  rasa tidak suka   terhadap  suaminya, maka 

 hakim diperkenankan  menjatuhkan  talak (suami)  nya dengan talak satu 

 

Firman Allah SWT QS An Nisa ayat 34  

 

                       

                         

                                                           
4 Al-Khotib Asy-Syirbini,  Kitab Al-Iqna Syarah Matan Abu Syuja’,  juz II hlm. 133. 
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  “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

 melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain  

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat 

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah 

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan 

akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. 

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” 

 

Ayat ini menjelaskan tentang Kaum laki-laki merupakan pemimpin-

pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan 

memperhatikan urusan mereka, berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan 

bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang 

telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-

nafkah.  

Maka wanita-wanita yang shalihah yang lurus diatas ajaran syariat Allah 

dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami 

mereka,menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka 

terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan 

penjagaan dari Allah dan taufikNYA. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari 

mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan 

tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur 



52 
 

 

kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati 

mereka. 

 Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan 

tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka 

sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian,maka hindarilah berbuat 

zhalim kepada mereka.  

Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwaliyanNya, 

dan Dia akan membalas orang yang menzolimi mereka dan melapaui batas 

terhadap mereka. 

 

 Hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa 

Rasulullah SAW telah bersabda: 

 

خير اىْساء اىري إذا ّظرخ إىيٖا سرذل » ػِ أتي ٕريرج قاه : قاه رس٘ه الله صلى الله عليه وسلم : 

 )رٗآ أتي ٕرير ج(أطاػرل، ٗإذا غثد ػْٖا حفظرل في ٍاىل ّٗفسٖا، ٗإذا أٍرذٖا 

 

 Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia 

akan  menyenangkanmu.  Jika kamu  menyuruhnya  maka  ia akan 

mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan 

 menjaga dirinya dan hartamu” 

  

 kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih 

sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut 
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فاىْفقح اٗ اىنس٘ج ىجَغ ٍا ٍض ٍِ ذيل اىَدج ديِ ىٖا ػييل لا ّٖا اسرحق ذىل فى 

 ٓذٍد

  “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami 

   yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak 

   atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.” 

 

 Berdasarkan hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah atau 

pakaian yang belum dipenuhi selama berumah tangga ataupun pada saat masa 

iddah menjadi hutang yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istri, karena 

seorang istri berhak atas itu semua selama masih dalam tanggungan suami tersebut.  

 

 Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 

Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:  

 

ْْنِحِي ٌْ ذَ ا ىَ ٍَ  ِٔ ّْدِ أحََقُّ تِ  أَ

 

  “ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau 

   belum menikah” ; 

  

 Hadits ini menjelaskan selama ibu kandungnya belum menikah  dengan 

laki-laki lain, maka dirinya lebih berhak atas hak asuh anaknya dari pada mantan 

suaminya tersebut. 

 

 

 ٗ يجة ػيى ا لأب ّفقح ا ى٘ىد

 Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya  

 (Al-Muhadzdzab II: 177) 
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 )فرع( ٍِ ىٔ اب ٗاً فْفقرٔ ػيى اب

 (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung 

  nafkah (atasnya) adalah ayah (I’anatut Thalibin IV: 99) 

 

 Dan Undang-undang yang digunakan dalam Amar putusan Mahkamah 

Syar’iyah Calang tentang hak hadhanah sebagai berikut; 

 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Intruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak 

asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak; 

D. Analisis Dalil dan Pendapat Terpilih  

 Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam Amar Putusan bahwa seorang ibu lebih 

berhak mengasuh anaknya karna ibu mempunyai sifat yang lemah lembut 

dibandingkan ayah sealama orang tua tidak terbukti berperilaku buruk kepada 

anaknya. Ibu mengasuh anaknya sebelum mumayyiz hingga berusia 21 tahun atau 

menikah selama seorang ibu tidak mengabaikan hak-hak kasih sayang dari 

keduanya ibu ataupun bapak. 

 Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Calang dalam Amar Putusan bahwa 

seorang ibu di pandang lebih kemaslahatan terbaik bagi anak yang belum 
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mumayyiz dan bila anak tersebut sudah mumayyiz di beri pilihan oleh majelis 

hakim untuk memilih ikut bersama ibu atau ayah.  

 Setelah memperhatikan kesemuanya dalil-dalil dan landasan hukum yang 

digunakan dari kedua Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah 

Calang serta menganalisis dalil dan landasan hukum yang digunakan, maka 

jelaslahlah yang lebih relavan untuk dipegang Amar putusan Mahkamah Syar’iyah 

Jantho. Alasan karena Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho ibu lebih berhak 

mengasuh anaknya dari sebelum mumayyiz hingga dewasa 21 tahun atau sudah 

menikah. 

 

E. Analisis Penulis  

 Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, anak yang belum 

mumayyiz apabila kedua orang tuanya bercerai maka hak hadhanah diberikan 

kepada ibu, apabila sudah mumayyiz maka anak disuruh untuk memilih antara 

mengikuti ibu atau ayahnya. 

 Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang belum mumayyiz anak 

yang belum berumur 12 tahun, sementara mayoritas ulama menetapkan anak yang 

belum mumayyiz anak yang belum berumur 7 tahun. Permasalahan selanjutya 

terdapatnya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat 

Syafi’iyyah dalam menetapkan orang-orang yang berhak terhadap Hadhanah anak, 

padahal hukum Islam di Indonesia di ambil dari pendapat mazhab Syafi’i. 

 Kompilasi Hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak 

setelah ibunya ibu, sementara Syafi’iyyah seperti yang disebutkan dalam kitabnya 

Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, menetapkan orang-orang yang berhak atas hadhanah 
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anak, semuanya dari kerabat wanita, hak asuh baru diberikan kepada kerabat laki-

laki, jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita. 

Berdasarkan kajian, penelitian, dan analisis, maka penulis berkesimpulan. 

Dalam menetapkan berapa batasan usia mumayyiz memang tidak diatur secara rinci 

dalam Al-Qur’an maupun hadits para ulama hanya berijtihad dalam menetapkan 

batas usia mumayyiz jadi tidak mengapa bahwa KHI menetapkan batas usia 

mumayyiz 12 tahun berdasarkan kemaslahatan anak. Filosofi hak hadhanah 

diberikan kepada ayah setelah ibu dan ibunya, ibu adalah bahwa ayah didahulukan 

dari pada ibunya sendiri. karena ibunya ayah disandarkan kepada ayah, sehingga 

tidak didahulukan atasnya. Dan ayah juga didahulukan dari pada saudara 

perempuan seibu dan bibi dari jalur ibu, dalilnya perkataan imam Syafi’i “tidak ada 

hak asuh bagi seorang pun ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu (nenek). 

Pemeliharaan Anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer 

dan sekundar bagi Anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, 

biaya hidup, kasehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan 

kebutuhannya.  

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di 

pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan 

tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya 

tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu,amat penting 

mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam 

memelihara Anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung 

jawab suami istri pada Anak-Anaknya. 

 Setelah menelusuri Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan 

Mahkamah Syar’iyah Calang, penulis mencoba menganalisis kedua putusan 

tersebut diatas, antara kedua putusan tersebut mempunyai persamaan atau tidak.  
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 Bahwa persamaan dalam putusan mengenai hak hadhanah mempunyai 

pandangan yang sama dari kedua mahkamah tersebut, sama-sama 

mengemutamakan hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu, namun juga terdapat 

perbedaan dalam pengasuhan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Jantho lebih 

mengutamakan seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya dari sebelum mumayyiz 

sampai usia 21 tahun atau sudah menikah sedangkan Mahkamah Syar’iyah Calang 

dalam amar putusannya ibu hanya diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya 

sebelum mumayyiz dan setelah Mumayyiz anak tersebut akan diberi pilihan oleh 

majelis hakim untuk memilih ikut ibu atau ayah. 
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BAB EMPAT                                                                                            

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas pada bab-bab terdahulu 

terhadap pandangan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah 

Calang analisis putusan mahkamah tentang hak hadhanah, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; 

1. Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Putusan Mahkamah Syar’iyah 

Calang; 

a. Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Menimbang, bahwa secara 

hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan 

anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) 

adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang 

mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan 

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) 

diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a 

dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam) 

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, 

dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan 

hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah 

bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan 

dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak 

perlu ditetapkan; 
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Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak 

yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat 

fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan); 

b. Putusan Mahkamah Syar’iyah Calang Menimbang, bahwa dari 

keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-

hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak 

(hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik 

bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun 

yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan 

terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana 

ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum 

Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau 

ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti 

mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap 

tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu 

selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa 

dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat 

dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan 

itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak; 

2. Putusan yang lebih maslahat untuk kontek ke Aceh dan Ke Indonesia 

dewasa ini adalah Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho ibu lebih berhak 

mengasuh anaknya sebelum mumayyiz hingga 21 tahun atau menikah. 

Putusan tersebut lebih maslahat jika dilihat dari berbagai sudut pandang, 

baik sudut pandang ilmu kedokteran ataupun dari segi HAM. Alasan 

penulis memilih Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho karena lebih 

sesuai dengan kontek kekinian.  
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B.  SARAN  

Adapun saran penulis dalam penulisan skripsi adalah; 

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk menjaga kerukuanan 

dalam rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian.  

2. Penulis menyarankan kepada majelis hakim agar dapat memutuskan 

putusan dengan seadil-adilnya.  

3. Menurut penulis pendapat yang lebih relevan digunakan masyarakat 

Indonesia umumnya, tentang hak hadhanah adalah putusan 

Mahkamah Syar’iyah Jantho. Alasannya lebih maslahat masyarakat 

aceh khususnya dan untuk masyarakat Indonesia umumnya.     
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